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ABSTRACT

Lately a lot of crimes committed by children undéne age of ever more
alarming, in Pekanbaru City Police Resort, in Febany 2012 there were a
bunch of kids throwing junior high school student® take action against the
Police Headquarters Resort City (Mapolresta ) Pekanu, and the
perpetrators of the attacks consisted of 17 (Seeen) children, and 15
(Fifteen) The child is still under age. Implemenian investigations of juvenile
delinquents, including the investigator shall exan@ the suspect in a family
atmosphere and the interrogation of juvenile delmgnts must be kept
confidential. The purpose of this thesis, namelyirgt, the implementation of
the investigation of the offenses committed by mman Pekanbaru City
Police Resort, Second, Limitations to the investiga of criminal offenses
committed by minors in Pekanbaru City Police Resorhird, efforts done to
overcome barriers to the implementation of the istigation of criminal
offenses committed by minors in Pekanbaru City ReliResort.

This type of research can be classified into typafsjuridical sociological
research, which means reviewing the state of thesemg problems in the field
associate with aspects of the applicable law angegaing problems. Because
in this study the authors directly conduct researcm the location or place
under study in order to provide a complete and clgacture of the problem
under study, the research was conducted in Pekanb&ity Police Resort,
while the population and the sample is to be a s¥tobjects based on
meticulous research sites. The data used are priyndata, secondary data and
data tertiary, technical data collection using irieews and literature study.
From the results of research and discussion, itasncluded that the First,
implementation of the investigation of the offensesmmitted by minors in
Pekanbaru City Police Resort does not run propethgcause it is not in
accordance with Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justi Second, obstacles to
implementation investigations of criminal offensesommitted by minors in
Pekanbaru City Police Resort is difficulty findingvidence, the study duration
of Correctional Agency (BAPAS), absence of spedadigtention for children,
Third, efforts were made to overcome barriers taetimplementation of the
criminal investigation committed by minors in Pekbaru City Police Resort is
Bringing a suspect to a crime scene to find evidenprovide information to



the Bureau of Corrections (BAPAS) to accelerate thmesearch completed,
submit the budget for the construction of detentiéor children and women.
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A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekfirddavasa ini
yang memberikan peluang bagi kalangan anak untukpeeleh informasi
secara luas yang belum tentu sesuai dengan usiimf@lnya perpecahan
dalam keluarga sehingga mengakibatkan kurang baikaopungaan orang tua
dan anak, timbulnya pergaulan bebas, serta mininpeyalidikan moral dan
agama yang diterima anak, bahkan berdampak né&gafifperkembangan jiwa
anak, yang keseluruhannya juga memicu timbulnydakari anak yang
menyimpang atau kenakalan anak. jika kondisi separtidak diantisipasi
secara bijaksana serta kurangnya perhatian terupgma& keluarga maka di
kemudian hari bukan tidak mungkin sifat delikuetigh kenakalan pada anak
ini menjurus pada suatu tindak pidana.

Semakin meningkatnya kenakalan dikalangan anak stewatentunya
menimbulkan keprihatinan dan kegelisahan oleh lgaibpihak, bukan saja
karena kerugian yang ditimbulkan terhadap korbgahetan dan kenakalan
anak akan tetapi juga ancaman terhadap pertumbdhanperkembangan
generasi muda dimasa mendatang.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesiendlo23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dersgeak adalah yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasak gang masih dalam
kandungan.Anak yang berkonflik dengan hukum dirdekkan sebagai anak
yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telalamggar Undang-Undang
hukum pidand. Tetapi anak tetaplah anak, dengan segala ketidadinan
yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlinduhgarkasih sayang dari
orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbdgk yang harus
diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupeneka’

Didalam ketentuan umum Undang-Undang Republik led@) Nomor
3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud analaladialam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tételpim mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sanaemenurut ketentuan
umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Replrididnesia, Nomor 3
tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahmnek Nakal adalah:

a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakanréenipbagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun meperatiuran hukum
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yangamgkutan.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia, NomoraBuh 1997
tentang Pengadilan Anak sudah diatur dalam Pasaydtl(1) yaitu penyidikan
terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yangrabkan berdasarkan

! Wagiati SoetodjoHukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, him. 26.

2 Konvensi Hak Anak Pasal 40 ayat (1).

% NashrianaPerlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012, him. 13.



Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indanesau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonei@mun, setiap didalam

Instansi Kepolisian ada bagian-bagian khusus yaegamgani masalah yang

terjadi dalam hal kriminal, bahkan dalam hal pefeya ada penanganan

khusus yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwadituk itulah dibentuk
suatu pelayanan khusus yang dinamakan Ruang Pafaydmusus (RPK) atau

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Seperti hal nya di Polisi Resort Kota Pekanbarumiiid pelayanan
khusus untuk melakukan pemeriksaan atau penyididradap tindak pidana
yang dilakukan oleh anak, pelayanan khusus tersdisgbut dengan Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan memilikn§&alayanan Khusus
(RPK).Didalam Undang-Undang Negara Republik Ind@yedomor 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, dan didalam Pasay4? (1), (2) dan (3)
menjelaskan tentang Pelaksanaan Penyidikan tertzamddpnakal, antara lain:
1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasakellargaan,

2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal,yigign wajib
meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidifali kesehatan jiwa,
ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya,

3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wiafibasiakarf.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Polisi ReKota Pekanbaru, pada
bulan Februari 2012 terdapat sekelompok anak-aetdigp SMP melakukan
aksi pelemparan terhadap Markas Polisi Resort Kdigpolresta) Pekanbaru
dijalan Ahmad Yani, dan pelaku pelemparan tersébndiri dari 17 (Tujuh
Belas) orang Anak, namun hanya 15 (Lima Belas) @ramak yang masih
dibawah umur.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndamgoN 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat 1),d@), (3) menjelaskan
tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak ndlkaltaranya penyidik
wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargka ditangani
langsung oleh penyidik PPA, dan proses penyidikamatlap anak nakal wajib
dirahasiakan. Penyidikan terhadap anak dilakukaalan Ruang pelayanan
Khusus (RPK).

Terkait dengan hal diatas, pada kenyataannya yayagi dilapangan
tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undlamdgng Negara Republik
Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilank Aterkait dengan
Pelaksanaan Penyidikan terhadap anak dibawah tichak,langsung ditangani
oleh PPA melainkan dilimpahkan ke penyidik lain dssnyidikan terhadap
anak dibawah umur tidak langsung disidik di Ruaetpffanan Khusus (RPK)
melainkan hanya diruangan Unit Perlindungan Perampian Anak (PPA).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menjadiartk untuk
meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanpanyidikan terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah ugemgan mengangkat

* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomoat®in 1997 tentang Pengadilan Anak,
Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3).

® Data Kejahatan/Pelanggaran yang dilakukan olehkAdi#awah umur ditahun 2012 di
Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.



judul:“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yarigilakukan
Oleh Anak dibawah Umur di Polisi Resort Kota Pekaanin.”
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tingdna yang
dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi ResatakPekanbaru?

2. Hambatan apa sajakah dalam pelaksanaan penyididiadap tindak
pidana yang dilakukaan oleh anak dibawah umur disiPResort Kota
Pekanbaru?

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasibé&tan terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah udnérolisi Resort Kota
Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian

1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadaaki pidana yang

dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi ResartakPekanbaru.

b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pkagidierhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah udiuPolisi Resort
Kota Pekanbaru.

c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memsgatambatan
pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana gidaiukan oleh anak
dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian
a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dmerguna untuk

menambah dan memperluas pengetahuan serta wawssknsecara
teoritis maupun secara praktek mengenai apa sajg parhubungan
dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak gigang dilakukan
oleh anak dibawah umur.

b) Dapat menjadi wacana untuk Polisi Resort Kota Pekansebagai salah
satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan.

c) Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi re&gn-rekan
mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yamnyangkut dan
berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

D. Kerangka Teori
1) Teori Penyidikan Anak
penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUldd&ah

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan nureara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta menglkap bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak nadgang terjadi dan
guna menemukan tersangkahpzlaksanaan penyidikan tindak pidana
dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu pedsyiang terjadi adalah
tindak pidana.

Didalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) sudah aljedn tentang
pelaksanaan penyidikan terhadap anak nakal diaryra

® Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektikum dan Keadilan”Jurnal 1lmu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.duatus 2010, him. 83.



1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasakelkargaan;

2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakalyigign wajib
meminta pertimbangan atau saran dari pembimbingakganakatan, dan
apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atan dari ahli
pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, ataetugas
kemasyarakatan lainnya;

3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal dafihasiakan.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upayk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nydbtagae pedoman
prilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukuntrdakehidupaan
bermasyarakat dan bernegara.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletd# faktor-
faktor yang mungki mempengaruhinya. Faktor-fakseébut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau tikya terletak pada isi
faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut attadebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ikara dibatasi pada
undang-undang saja.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang mermidemaupun
menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penagakm.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukwsetaut berlaku dan
diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada kars&g,alan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulap.hid

3) Teori Tindak Pidana

Moeljatho menggunakan istilah perbuatan pidana, gyan
didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang ditaraleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yaergpa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangaebgtsstilah perbuatan
pidana lebih tepat dengan alasan sebagai bérikut:

1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (garbu@anusia, yaitu
suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oldakkan orang),
artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannyamehtara itu,
ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatamjga® ancaman
pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubuigag erat. Oleh
karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan ataadie] yang
ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengaang yang
menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itataka lebih tepat
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengeréibstrak yang
menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamatgya kejadian

" Soerjono Soekantd-aktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, him. 8.
®bid, him 72.



tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang ienguat atau yang
menimbulkan kejadian itu.
Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat setegikut®
1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang diawrkisk dalam
ketentuan hukum;
3) Harus terbukti adanya “Dosa” pada orang yang larhyaitu orangnya
harus dapat dipertanggungjawabkan;
4) Perbuatan itu harus berlawanan hukum;
5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman famaya dalam
undang-undang.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Pendlitian
Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka pdéaeli ini dapat
digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosi@ogaitu data sekunder,
untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitin teripaddata primer
dilapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang Hamlapy masyara
Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkarad@&ppenelitian yang
bersifat deskriptif, Karena dalam penelitian ininpks mengadakan
penelitian langsung pada lokasi atau tempat yateitdibertujuan untuk
memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap ¢estatu keadaan atau
masalah yang ditelit"
2. Lokas Pendlitian
Adapaun yang menjadi lokasi penelitian penulis @daiwilayah hukum di
Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Alasan peneliti@mena dilokasi
tersebut kasus tindak pidana yang dilakukan olelk dibawah umur cukup
tinggi.
3. Populas dan Sampsl
a) Populas
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objeyaseciri yang sama
12 Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaidengan
masalah yang diteliti dalam penilitian ini. adap@mg menjadi populasi
adalah:
1) Kanit Resum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
2) Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
3) Pelaku Tindak Pidana Anak dibawah Umur
b) Sampel
Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitiaka penulis
menentukan sampel, dimana sampel adalah bagiankdagluruhan
populasi yang akan dijadikan objek penelitian yatignggap dapat
mewakili keseluruhan populasi, dan metode yangaklapadalahmetode

°® Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2002. him. 19.

1% Hilman HadikusumaMetode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi [lmu Hukum, CV. Mandiri
Maju, Bandung, 1995, him. 61.

! SupraptoMetode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, him .14.

12 Bambang Sunggondetode Penelitian Hukum, PT. Paja Grafindo, Jakarta, 2005, him. 118.



purposive sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data
dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan katdertentu oleh

peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasn dempel dapat
dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabd 1.1
Populasi dan Sampel

No | Responden Populasi | Sampel | Persentase
1 Kanit Resum Polisi

Resort Kota Pekanbaru 1 1 100 %
2 | Penyidik PPA Polis

Resort Kota Pekanbaru 1 1 100 %
3 Pelaku Tindak Pidana .

Anak Dibawah Umur 15 S 25%

Jumlah 17 7 -

Sumber: Data dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
4. Sumber Data
a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsunty gleneliti dari
responden yaitu dengan cara wawancara dengan gesragak hukum
yang terkait dalam penyelesaian masalah pelaksammeenyidikan
diwilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
b) Data Sekunder
Data sekunder Merupakan data yang diperoleh melpknelitian
perpustakaan antara lain berasal dari:
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepastak yang
diperoleh dari Undang-Undang antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Ugdan
Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PengadiiaKk;
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perligauinak,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolislagara
Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal darratiie dan hasil
penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-bydug berkaitan
dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dasikémpedia dan
sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer skkunder
seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.



c) DataTersier
Data tersier adalah bahan-bahan penelitian yangragh melalui
ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mergldata primer dan
data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara/ Interview
Melakukan tanya jawab dengan responden, adalah neamea yang
dilakukan ditujukan kepada pihak aparat penegakumuldilingkungan
Polisi Resort Kota Pekanbaru, hambatan yang dihadegh aparat
penegak hukum dalam pelaksanaan penyidikan terhidak pidana
yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini gunamperoleh
informasi sebagai keterangan pendukung yang bartujuntuk
melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh
b. Kajian Kepustakaan
Kajian kepustakaan vyaitu dengan cara mencari fuetderatur
kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permhaalyyang sedang
diteliti oleh sipeneliti. Metode ini digunakan dadakategori penelitian
hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencata dgakunder guna
mendukung data primer.
6. Analisis Data
Setelah data diperoleh dari hasil observasi, waaranenaupun Kkajian
kepustakaan, maka langkah-langkah yang penulis k#ku adalah
menganalisis dengan menggunakan pendekatan kifialiBe¢ndekatan
kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelyi@ng menghasilkan
data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan olelpoeden secara tertulis
ataupun lisan dan prilakunya ny&taAdapun metode berfikir yang dipakai
oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana pexign masalah dari
bagian yang bersifat umum kemasalah yang lebihfaekfiusus.
F. Pembahasan
1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan
Oleh Anak dibawah Umur di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
Didalam KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindaganyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Unéhmang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bwktnembuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menamteesangkany¥.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakatela
diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adéladek pidana. Setelah
diketahuhi bahwa suatu peristiwa yang terjadi didatau merupakan tindak
pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegikiegiatan
penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta pesajate dan penyerahan
berkas perkar&

13 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum,Ul-press, jakarta, 2006, him. 32.

4 Andi HamzahLoc. Cit.

®Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas BEsgmolisian Negara Republik Indonesia,
Loc. Cit.



Dalam hal penyidikan secara khusus diberlakukanbyalang-
Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Armaig ftentu secara
umum berlaku ketentuan KUHAP.Oleh karena itu, peikgin terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbedaraekhusus dengan
penyidikan tindak pidana yang dilakukan orang dewasdapun petugas
yang memiliki kewenangan khusus untuk menangauiaknpidana yang
dilakukan oleh anak ialah ditangani oleh Unit Pategn Perempuan dan
Anak ( PPA).

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tah@n tE;itang
Pengadilan Anak adalah:

1) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh ipdnyang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Rigpuablonesia atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala KepolisiagpRblik Indonesia.

2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai pd#nwdbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidamg dilakukan
oleh orang dewasa,;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahzasalah anak.

3) Dalam hal tertentu dipandang perlu, tugas penyidilsebgaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada;

a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindalana yang
dilakukan oleh orang dewasa;atau

b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentulagang-Undang
yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukamgah Brigadir
Masdedi Putra S.H selaku penyidik PPA(Pelayanaerauan dan Anak)
dalam proses penyidikan terhadap tindak pidananygeean Mapolresta
Pekanbaru yang dilakukan oleh anak-anak dibawahr,umenyatakan
bahwa pemerikasaan tidak ditangani oleh PPA maaintitangani oleh
unit JATANRAS(Kejahatan dan Kekerasan) karena PRAhat perbuatan
tersangka tersebut dari objeknya yaitu tindakarekadan terhadap barang
dimuka umum, bukan melihat dari pelakunya sebaugk ésubjek)®

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, halmenunjukkan
bahwa tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA tidekusi dengan teori
penyidikan anak dan Undang-Undang Nomor 3 tahun7 18$htang
pengadilan anak yaitu pada Pasal 41 ayat (3) laggenjelasannya.

Menurut hasil wawancara dengan Novri Andika dantysdSaputra
sebagai tersangka pelemparan Mapolresta Kota Pakanienyatakan
bahwa, pada saat pemeriksaan pertama para pelakdaps tindakan
kekerasan dari pihak penyidik seperti ada penamppeda salah satu
pelaku dan juga terdapat intimidasi seperti didebentak pada saat di
introgasi, berdasarkan dari hasil wawancara dengamt Resum Polisi
Resort Kota Pekanbaru dan tersangka, menunjukkamvébadalam

® Wawancara dengamBapak Masdedi Putra SH, Penyidik PPAKepolisian Resort Kota
Pekanbaru, Hari Senin 8 April 2013, Bertempat di#lesian Resort Kota Pekanbaru.



pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidareanpekran Mapolresta
Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umilihaeradanya suatu
kejanggalan atau ketidaksesuaian dengan teori gikagi dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adapun hal yang menurut penulis, terdapat bebekapanggalan
dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tefalaisdengan teori
penyidikan dan khususnya Undang-Undang Nomor 3 74897 tentang
Pengadilan Anak, yaitu pada saat melakukan pensada pelaksanaan
penyidikan berada di ruangan Resum, menurut pepalaksanaan seperti
ini tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undarmdgblgp Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian dalam pé&ssan yang
dilakukan oleh penyidik memberikan tindakan kekanaslan intimidasi
seperti penamparan dan membentak-bentak pelaku yasih dibawah
umur, menurut penulis tindakan seperti ini sangatemtangan dengan teori
penyidikan anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahuf7 1&ntang
Pengadilan Anak yaitu pada Pasal 42 ayat (1) mblami penyidik anak
melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasanal&egahn.

Adapun hal lain dalam proses pelaksanaan penyidjkang tidak
sesuai dengan ketentuan yang seharusnya adalah saadadilakukan
penahanan terhadap tersangka bahwa tersangkandigleanpatkan pada
tahanan dewasa.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Yang Dilakukaan Oleh Anak Dibawah Umur di Polisi Resort Kota
Pekanbaru.

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan cdelyigik tidak
selamanya berjalan dengan baik, karena terkadamyidie dalam
melakukan proses penyidikan mendapatkan hambatabdian dalam
proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yaradiedplam pelaksanaan
penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap kaselempparan Mapolresta
Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umua joggndapatkan
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikannya.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui penyidik ndala
menjalankan proses penyidikan terhadap pelempaepokesta Pekanbaru
yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1) Sulitnya Menemukan Barang Bukti

Menurut Kanit Resum Polresta Pekanbaru, hal inamikakan
pelaku dalam melakukan aksi pelemparan terhadap olkéspa
pekanbaru menggunakan satu buah batu berbentuk leolpat buah
pecahan batu bata, dan satu buah batu pecahaneowmns serta
potongan-potongan pecahan kaca yang berwarna beB@gentara
barang bukti tersebut di TKP berserakan dan beroardpngan batu-
batu yang berada di lingkungan Mapolresta PekarBiati barang bukti
yang demikian ini, sangat menyulitkan pihak kepalis dalam

" Wawancara dengaBapak AKP Suwarno SH, Kanit Resum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru,
Hari Jum’at 12 April 2013, Bertempat di KepolisiBesort Kota Pekanbaru.
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melakukan kegiatan penyidikan dikarenakan kumpllanpulan barang
bukti tersebut berserakan dan bercampur dengan Wamgumpulan
batu dilingkungan Mapolresta Pekanbaru sehingga buam pihak
kepolisian tidak bisa memastikan barang bukti ydigunakan pelaku
dalam aksi pelemparan Mapolresta Pekanbaru

2) Lamanya Penelitian Dari Badan Pemasyar akatan (BAPAYS)

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidananpgzdean
Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak,kpgenyidik dari
Mapolresta Pekanbaru selain menggunakan KUHAP s&baguan
dalam penyidikan juga menggunakan Undang-Undangddd@nTahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga dalam miegakpenyidikan
para penyidik meminta kepada Badan Pemasyarakatak melakukan
penelitian terhadap anak tersebut sebagai pelagsuas dengan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun @®&fang
Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (2) yaitu:

“‘Dalam melakukan pemyidikan terhadap anak nakahyioék
wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pemiignbi
Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat mamint
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, kdgehatan jiwa,
ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya”.

Badan Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan pianeli
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bertugasmbantu
memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, damhdi&lam perkara
anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang&hadapun petugas
kemasyarakatan terdiri dafi:

a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial
c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial lsgarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarhf,s&laku
Kanit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru menyatddawa dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peleamp&lapolresta
Pekanbaru yang dilakukan oleh anak memakan wakig gakup lama
dikerenakan menunggu hasil penelitian dari BadamaBgarakatan
(BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap arzgaie pelaku
sangat terbatas. Namun, demikian waktu penyidikaak tmengalami
keterlambatan. Beliau juga mengatakan bahwa lampaggerahan hasil
Penelitian dari Badan Pemasyarakatan dikarenakalaljuanak sebagai
pelaku sangat banyak sehingga membuat petugas Pahaasyarakatan
harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk mesgéan
penelitian tersebd?

3) Tidak Adanya Tahanan Khusus Untuk Anak

¥pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun Te@fang Pengadilan Anak.

19 pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun T@®fang Pengadilan Anak.

20 Wawancara dengaBapak AKP Suwarno SH, Kanit Resum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru,
Hari Jum’at 12 April 2013, Bertempat di KepolisiBesort Kota Pekanbaru.

11



Untuk kepentingan penyidikan maka menurut PasalUddang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Avetkwa penyidik
berwenang melakukan penahanan terhadap anak yahgadikeras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permufaag cukug?

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun198tang
Pengadilan Anak, ada dua alasan penahanan terpadapelaku pidana
yang masih di bawah umur, yaftt:

a. Untuk kepentingan anak;
b. Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara defss surat
perintah penahanan. Pada dasarnya penahanan dilakuktuk
kepentingan pemeriksaaan, dantempat tahanan amak dgisahkan
dari tempat tahanan orang dew&ba.

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarno, SH
menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak piges@mparan
Mapolresta Pekanbaru ditahan selama + 12 hari d@ampatkan di
tahanan dewasa. Menurut AKP. Suwarno, SH, pelakdaki pidana
pelemparan Mapolresta Pekanbaru ditahan ditemgainém dewasa
dikarenakan tidak adanya tahanan khusus bagi &smlempatan tahanan
anak seperti ini sangat melanggar Undang-UndangaX@iahun 1997
tentang Pengadilan Anak, dimana tempat tahanan laaais dipisahkan
dari tempat tahanan orang dewasa.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatas hambatan terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota
Pekanbaru

Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan deri@a selalu
mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaanhanun,
hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proselsksanaan
penyidikan dikarenakan penyidik mampu mengatasi daaam-hambatan
tersebut dengan menemukan upaya-upaya untuk mendaaabatan-
hambatan tersebut.

1) Membawa Tersangka Ke TKP Untuk Menemukan Barang Bukti

Menurut Kanit Resum Polresta Pekanbaru, pelaku ndala
melakukan aksi pelemparan terhadap Mapolresta peakan
menggunakan satu buah batu berbentuk bulat, enojadt fpecahan batu
bata, dan satu buah batu pecahan cor semen, sdol@gan-potongan
pecahan kaca yang berwarna bening. Sementara baw&tigersebut di
TKP berserakan dan bercampur dengan batu-batu Yyemgda di
lingkungan Mapolresta Pekanbaru.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyidikukunt
menemukan barang bukti tersebut maka upaya yaaguittin penyidik
adalah dengan mambawa tersangka pelemparan Mdpdh&isanbaru ke
TKP untuk menunjukkan barang bukti berupa kumpidampulan batu

“YWagiati Soetodj@p. Cit, him. 40.
22bid, him 40-41
Zbid.
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tersebut yang digunakan dalam aksi pelemparan Wegial Pekanbaru.
Dengan upaya yang dilakukan penyidik tersebut ggfaipihak penyidik
dapat menemukan dan menentukan barang bukti ygugakan pelaku
untuk melakukan pelemparan Mapolresta Pekanbaru dangan
demikian para penyidik dalam malaksanakan prosegigikan terhadap
pelemparan Mapolresta Pekanbaru dapat berjalanadebgik tanpa
adanya hambatan dalam menemukan barang bukti.
2) Memberikan Informasi Kepada Badan Pemasyarakatan (BAPAYS)

Untuk Mempercepat Menyelesaikan Penelitian

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidananpsean
Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak,kppgenyidik dari
Mapolresta Pekanbaru selain menggunakan KUHAP sebaguan
dalam penyidikan juga menggunakan Undang-UndangadX¥d@nTahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga dalam miegakpenyidikan
para penyidik meminta kepada Badan Pemasyarakatak melakukan
penelitian terhadap anak tersebut sebagai pelagsuas dengan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun l@®@fang
Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (2).

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarnps&iku
Kanit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru menyatddawa dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peleamp&lapolresta
Pekanbaru yang dilakukan oleh anak memakan wakig gakup lama
dikerenakan menunggu hasil penelitian dari BadamaRgarakatan
(BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap arzgaie pelaku
sangat terbatas. Lamanya penelitian yang dilakukéeh Badan
Pemasyarakatan sangat mempengaruhi proses pemykhkana dalam
berkas penyidikan sebelum diserahkan kepada Jadsan®it Umum
harus lengkap beserta hasil penelitian oleh BadamaBayarakatan.
Untuk mangatasi hambatan dalam proses penyidikarhadap
pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan ahek dibawah
umur maka pihak penyidik melakukan upaya dengan lmeeian
informasi kepada Badan Pemasyarakatan (BAPAS) umieiapercepat
dalam melakukan penelitian terhadap anak seba¢gkipéndak pidana
pelemparan Mapolresta Pekanbaru dan disegerakak orényerahkan
hasil penelitian kepada penyidik.

3) Mengajukan Anggaran Dana Untuk Pembangunan Tahanan Bagi

Anak dan Perempuan

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut PasalUddang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Avetkwa penyidik
berwenang melakukan penahanan terhadap anak yalugadikeras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulgamy cukug?
Menurut teori penyidikan anak pada dasarnya perehatilakukan
untuk kepentingan pemeriksaaan, namun penahar@adtgy anak harus
pula memperhatikan kepentingan anak yang menyanuatimbuhan

*Wagiati Soetodjd,oc. Cit.
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dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maumsiak anak dan
kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak hapigaltkan dari
tempat tahanan orang dew&3a.

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarnbl, S.
menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak piges@mparan
Mapolresta Pekanbaru ditahan selama + 12 hari d@ampatkan di
tahanan dewasa. Menurut AKP. Suwarno, SH, pelakdaki pidana
pelemparan Mapolresta Pekanbaru ditahan ditemgainém dewasa
dikarenakan tidak adanya tahanan khusus bagi anak.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyidiandgiroses
penyidikan terhadap pelemparan Mapolresta Pekangarg dilakukan
oleh anak dibawah umur maka upaya yang dilakukanyigié& adalah
dengan mengajukan permohonan anggaran dana untuokapgunan
ruang tahanan khusus anak. Namun, upaya ini maslibhmb dapat
terkabulkan karena menurut AKP. Suwarno, SH mekgatébahwa
permohonan tersebut belum dikabulkan, sehingga aebkgai pelaku
harus ditahan ditempat tahanan orang dewasa

G. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka déarik kesimpulan
dan saran sebagai berikut:
1. Kesimpulan

1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana geeigikan oleh anak

dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru, baklatam proses
penyidikan terhadap tindak pidana pelemperan Meptar Pekanbaru
yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak bemjad@bagaimana
mestinya, karena pemerikasaannya tidak ditangam binit Pelayanan
Perempuan dan Anak, melainkan ditangani oleh UrgjakKatan dan
Kekerasan, kemudian Unit Kejahatan dan Kekerasamyenahkan
perkara kepada Unit Resum Polisi Resort Kota Pekanlgang mana
pelaksanaan penyidikannya di sesuaikan dengan KUHAPR juga
menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tgiangadilan
Anak.

2) Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadapktipdlana yang

dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi ResodtaK Pekanbaru
yaitu: a) Sulitnya menemukan barang bukti, b) Layaapenelitian dari
Badan Pemasyarakatan (BAPAS), c) Tidak adanya éahlimusus untuk
anak.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan gahaan

penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukagh chnak dibawah
umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru yaitu: a) Mawd tersangka ke
TKP untuk menemukan barang bukti. b) Memberikaorimfasi kepada
Badan Pemasyarakatan untuk mempercepat menyelegmkalitian. c)
Mengajukan anggaran dana untuk pembangunan talaghranak dan
perempuan.

Bbid.
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2. Saran

1) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199%nigengadilan
Anak bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasdaktipidana yang
dilakukan anak dibawah umur diserahkan keselurupalaksanaan
penyidikannya kepada Pelayanan Perempuan dan Anpk tal tertentu
apapun yang menghalanginya terkecuali tidak teasgdi pejabat Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak dan para penyidik yagmangani
kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawaur harus
menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Nomor @8nTaf897
tentang Pengadilan Anak dengan benar dan tepattisgpeg telah
diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut.

2) Dalam hal faktor penghambat yang berasal dari nateKepolisian
dalam proses penyidikan terhadap kasus pelemparapolista
Pekanbaru agar lebih meningkatkan kerjasama yaaitya@tara pihak
Penyidik dengan Badan Pemasyarakatan, dan jugeonierBadan
Pemasyarakatan harus lebih memahami secara mendakmgenai
jangka waktu penahanan atau penyidikan terhadagp &san dalam hal
penahanan, pihak Penyidik Kepolisian Resort Kota@aRlearu hendaknya
dapat menitipkan pelaku anak dibawah umur diruafyanoos atau LP
anak agar tidak terjadi penggabungan tahanan asatadibawah umur
dan orang dewasa selama proses pemeriksaan atadiloem

3) Demikian hal nya dengan langkah-langkah yang diandalam
mengatasi hambatan yang dihadapi, agar tahanarukhustuk anak
harus terus diupayakan. Dan dalam hal demikian diend adanya
hubungan kerjasama antara pihak Kepolisian Resota WRekanbaru
dengan Pemerintah, agar pemerintah dapat mempehatipa yang
menjadi kekurangan di wilayah Kepolisian Resort&KBekanbaru dan
demikian pemerintah juga dapat memperhatikan pedskegan anak
sebagai generasi masa depan bangsa dan negara.
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